
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat penting untuk mengatur hubungan

masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan,

manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam

penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga

negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang

dilakukan anggota masyarakat atas masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan

dapat mendorong masyarakat untuk menaati dan melaksanakan hukum.

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan adanya kejahatan baik yang mengalami

kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana merupakan suatu pelanggaran

norma (gangguan terhadap tertib hukum) dam penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum1

Kejahatan sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan,

karena pada dasarnya pelaku kejahatan melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor

penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia

yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan..

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena

hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk

menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan

dan kesejahteraan masyarakat.2

1 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. hlm. 25-27

2 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. hlm. 46.



Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai

dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana

akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.3

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum

dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan

perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan

perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang

dilakukannya.

Pembunuhan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia

(HAM), sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh

karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh

siapapun. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa definisi HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung

tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

terhadap harkat dan martabat manusia. Hak untuk hidup merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia,

sehingga negara berkewajiban menyelenggarakan suatu mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia dengan

membentuk berbagai aturan dan perangkat penegak hukum, sebagai pelaksana perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain

pembunuhan adalah suatu pebuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi

Manusia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa sengaja

merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan dapat disebut dengan

pembunuhan berencana. Dalam Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu

3 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. hlm. 28.



merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara

seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.4

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

di depan hukum, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa setiap warga negara

wajib menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja

tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut

melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar

hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.5

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan

hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan

perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Setiap orang yang melakukan perbuatan pidana akan

mempertanggungjawabkan perbuatannnya di hadapan hukum, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah

dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), artinya seseorang yang melakukan

kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Meskipun konsep pertanggungjawaban

pidana umumnya berprinsip pada asas kemampuan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan, namun

terdapat pula beberapa asas lain, yaitu pertanggungjawaban pengganti, pertanggungjawaban yang ketat dan

pemberian maaf/pengampunan oleh hakim.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya

tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang

ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

4 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan
Preverensinya), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.19

5 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. hlm. 46



memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa

bersalah pada terpidana 6

Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggung jawab pelaku. Kemampuan bertanggung

jawab adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis seseorang yang membawa tiga macam kemampuan yaitu

untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau

dilarang oleh masyarakat; dan menentukan kemampuan/kecakapan terhadap perbuatan tersebut.

Salah satu contoh kasus pembunuhan yang dilakukan terhadap anak adalah Perkara Nomor 791/PID.A/2012/PN.TK.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana terhadap Deri Adiputra Bin Handoyo, yang dengan sengaja

melakukan pembunuhan yang didahului dengan sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempermudah

pelaksanaannya untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum. Terdakwa pada hari

Jumat tanggal 13 Juli 2012 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012,

bertempat di halaman belakang Gudang Pusri lama di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Pahoman Kecamatan Teluk

Betung Utara Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, telah melakukan kekejaman, kekerasan dan penganiayaan terhadap

anak yang mengakibatkan kematian.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 339 KUHP Jo Pasal 26 ayat (1)

dan (2) UU RI Nomor 3 Tahun 1997. Dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 26 ayat (1) dan

(2) UU RI Nomor 3 Tahun 1997. Dakwaan lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 26

ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 3 Tahun 1997. Dakwaan lebih-lebih subsidair yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) UU

RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 3 Tahun 1997. Majelis hakim menjatuhkan

pidana penjara selama 10 tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak

pidana pembunuhan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi

dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan (Studi Perkara Nomor

791/PID.A/2012/ PN.TK)”

6 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23-24



B. Permasalaham dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam Perkara Nomor

791/PID.A/2012/PN.TK?

b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam Perkara Nomor

791/PID.A/2012/PN.TK?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan

penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dan faktor penghambat penegakan hukum terhadap

anak sebagai pelaku pembunuhan pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 791/PID/A/2012/PNTK.

Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2012 dan ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada

Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam Perkara Nomor

791/PID.A/2012/PN.TK

b. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dalam

Perkara Nomor 791/PID.A/2012/PN.TK

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis



Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana,

khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dan faktor

penghambat penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan

hokum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat

berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai penegakan hukum di masa-

masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan

penelitian hukum7. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan

perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi

kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana

sebagai sistem peradilan pidana8

Penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

(1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang
ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali

7 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.72
8 Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum,
Jakarta,1994, hlm.76.



(2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total
perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

(3) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi
dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana,
kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat9

Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staats), maka setiap orang yang melakukan tindak

pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam

hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa

tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya

b.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor

yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

(1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum
dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan
atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

(2) Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak
hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan
keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu
kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran
harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

(3) Faktor sarana dan fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai,
penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan
semestinya.

(4) Faktor masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum
berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam
menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum
masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat
kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

(5) Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-
undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin

9 Ibid. Mardjono Reksodiputro, hlm.78.



banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin
mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau
bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan
peraturan hukum.10

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.11

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan

hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh

nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak

termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan

hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana12

b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman

(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan

pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah

dilakukan terhadap seorang pelaku13

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum14

d. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka, yang dapat

berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (11) KUHAP)

e. Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain,

pembunuhan adalah suatu pebuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak

10 Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rineka Cipta.
Jakarta. 1986. hlm.8-11

11 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63
12 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.
13 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,

Jakarta. 1993. hlm. 46.
14 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25



Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa

sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima

belas tahun15.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara keseluruhan diuraikan sebagai

berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang

Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi

yaitu pengertian Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembunuhan dan Pertanggungjawaban Pidana.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan

Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi

dan analisis penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan dan faktor-faktor penghambat

penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku pembunuhan

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai

saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

15 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan
Preverensinya), Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.20




